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Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk membantu salah satu sekolah di Batam dalam menyusun bahan ajar digital
yang sesuai dengan kebutuhan sekolah agar dapat diterapkan di kegiatan
pembelajaran daring. Mitra dari kegiatan ini adalah SMK Kartini Batam.
Sebelumnya, SMK Kartini Batam belum memiliki bahan ajar digital. Hal ini
membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif karena belum memiliki bahan
ajar digital guna dapat memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran
secara online. Kegiatan ini dirancang untuk membantu permasalahan sekolah
tersebut.

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan simulasi
bahan ajar. Bahan ajar digital yang disusun menggunakan microsoft power point.
luaran yang dihasilkan dari bahan ajar digital ini berupa bahan ajar digital per
kompetensi dasar. Tahap implementasi terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perkenalan
penyusunan bahan ajar digital, pemberian bahan ajar digital, serta proses umpan
balik dari pihak sekolah. Bahan ajar digital telah diimplementasikan dengan baik
dan dapat memberikan perbaikan dalam bahan ajar digital bagi sekolah.

Abstract

This community service activity (PKM) is carried out with the aim of helping a
school in Batam in compiling digital teaching materials that are in accordance with
school needs so that they can be applied in online learning activities. The partner of
this activity is SMK Kartini Batam. Previously, SMK Kartini Batam did not have
digital teaching materials. This makes the learning process ineffective because it
does not have digital teaching materials to make it easier for teachers to deliver
learning materials online. This activity is designed to help with the school's
problems.

This PKM activity is carried out by interviewing, observing, and simulating
teaching materials. Digital teaching materials compiled using Microsoft Power
Point. The output produced from this digital teaching material is in the form of
digital teaching materials per basic competency. The implementation stage consists
of three stages, namely the introductory stage of the preparation of digital teaching
materials, the provision of digital teaching materials, and the feedback process from
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the school. Digital teaching materials have been implemented well and can provide
improvements in digital teaching materials for schools.

Keywords: Digital Teaching Material, Schools, Activity

Pendahuluan

Perkembangan suatu bangsa
erat hubungannya dengan masalah
pendidikan adalah sebuah proses
dengan  metode-metode  tertentu
sehingga orang memperoleh
pengetahuan, dan cara bertingkah
laku sesuai dengan kebutuhan.
Pendidikan bukan hanya untuk
mewariskan  kebudayaan kepada
generasi selanjutnya, tetapi
diharapkan juga mampu merubah dan
mengembangkan pola kehidupan
bangsa yang lebih baik.

Anak-anak  sekolah  sudah
sewajarnya menjalankan aktivitas
mereka seperti bangun pagi kemudian
berangkat ke sekolah. Setelah itu,
semua kegiatan mereka akan diatur
baik oleh pihak sekolah. Namun
dimulai sejak tahun 2020 silam,
munculnya Covid 19 menyebabkan
anak-anak harus menjaga jarak
sesama hingga tidak dapat melakukan
kegiatan belajar mengajar di sekolah.
(2) Sebelum adanya bahan ajar

digital ini, SMK Kartini Batam
masih menggunakan buku untuk
proses pembelajaran dan juga
SMK Kartini Batam tidak
mempunyai bahan ajar digital,
sehingga hal ini menyebabkan
para guru kekurangan bahan ajar
digital yang dapat memudahkan
para guru menyampaikan materi
pembelajaran secara online.

(3) Tujuan dari proyek ini adalah
menemukan solusi atas masalah-
masalah yang dihadapkan oleh
SMK Kartini Batam dengan
membantu pembuatan bahan ajar
digital guna  memperlancar
proses pembelajaran  dengan
metode daring
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Masalah

(1) Masalah yang ditemukan pada
SMK Kartini adalah masalah
masih belum mempunyai bahan
pembelajaran  digital  yang
saksama, mengakibatkan masih
kurang tepatnya pengambilan
pertimbangan  dalam  setiap
keputusan  mengenai  proses
pembelajaran. Perancangan
bahan ajar digital praktik
akuntansi  perpajakan  yang
berbasis Powerpoint dan modul
Pembelajaran.

(2) Terkait masalah yang dihadapi
oleh SMK Kartini maka dapat
dijabarkan yakni selama pandemi
Covid-19, sekolah tidak ada
pembelajaran tatap muka, semua
dilakukan secara daring,
sehingga proses belajar mengajar
menjadi kurang efektif, karena
tidak ada bahan ajar digital yang
dibuat oleh guru akuntansi di
Sekolah tersebut. SMK Kartini
masih belum mempunyai bahan
pembelajaran  digital  yang
saksama, mengakibatkan masih
kurang tepatnya pengambilan
pertimbangan  dalam  setiap
keputusan  mengenai  proses
pembelajaran. Dengan adanya
bahan ajar digital, mampu
membuat proses pembelajaran
SMK Kartini Batam menjadi
lebih efektif dan menjadi lebih
terbantu untuk kelancaran proses
belajar mengajar.

Metode

(1) Cara yang digunakan untuk
menyelesaikan  masalah  yang
dihadapi oleh SMK Kartini adalah

a. Wawancara
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Wawancara merupakan pertemuan
dua orang untuk  bertukar
informasi dan ide melalui tanya
jawab (Hadi & Haryono, 2007
Emzir, 2010), di mana dua orang

atau lebih  bertatap  muka
mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau
keterangan-keterangan  (Supardi,
2006), sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu (Sugiyono,
2013). Penulis melakukan
wawancara dengan pihak sekolah
yaitu Pak Mujiono secara Direct.
Dalam proses wawancara, penulis
bertanya mengenai bagaimana
proses pembelajaran secara daring.
b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga
merupakan salah satu teknik
pengumpulan data primer.
Menurut Supardi (2006) metode
observasi merupakan  metode
pengumpul data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki. Observasi
dilakukan untuk  memperoleh
gambaran riil suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab
pertanyaan penelitian (Guba &
Lincoln, 1981).

Dalam observasi ini, penulis
menemukan bahwa SMK Kartini
Batam masih belum mempunyai
bahan pembelajaran digital yang
saksama, mengakibatkan masih
kurang tepatnya pengambilan
pertimbangan  dalam  setiap
keputusan ~ mengenai  proses
pembelajaran.

c. Simulasi

Penulis melakukan proses simulasi
yaitu proses di mana penulis
menghubungi pihak sekolah untuk
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memberi bahan ajar digital yang
akan mereka gunakan.

(2) Lokasi, waktu dan durasi kegiatan
Lokasi yang ajukan untuk
pelaksanaan PKM adalah SMK
Kartini  Batam.  Operasional
sekolah adalah dari jam 08.00 —
16.00. Durasi kegiatannya berkisar
3-4 jam.

Pembahasan
(1) Pelaksanaan/Implementasi

Setelah pembuatan bahan ajar
digital selesai dan telah disetujui oleh
dosen pembimbing, maka tahap
selanjutnya yang dilakukan penulis
adalah membuat modul penjelasan
bahan ajar digital yang telah dibuat.
Penulis berharap dengan adanya
bahan ajar digital yang telah dibuat
dapat membuat aktivitas operasional
sekolah lebih efektif dan efisien, serta
membantu siswa dalam memahami
materi yang diajarkan dalam bahan
ajar digital.

Kerangka awal dalam
melakukan  perancangan  luaran
proyek pada SMK Kartini adalah
dengan mengumpulkan informasi dan
data dari wawancara dan observasi.
Langkah awal yang dilaksanakan
adalah membuat bahan ajar digital
dengan menggunakan  microsoft
powerpoint. Tahap yang dilakukan
setelah perancangan struktur adalah
membuat modul penjelasan bahan
ajar yang dibahas.

Tahap implementasi luaran,
penulis menghubungi pihak sekolah
serta membahas lebih  lanjut
mengenai pembuatan bahan ajar
digital untuk menangani masalah
yang dihadapi sekolah selama proses
pembelajaran daring berlangsung.

Selanjutnya, tahap
implementasi yaitu tahap di mana
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penulis  memberikan  penjelasan
terkait bahan ajar digital yang dibuat
melalui modul kepada pihak sekolah
untuk  digunakan  sebagaimana
mestinya.

Pada tahap penilaian, bahan ajar
digital harus telah diimplementasi
sepenuhnya oleh SMK Kartini Batam.
Kemudian peneliti akan mulai
melakukan  penyusunan laporan
pengabdian kepada masyarakat yang
menjelaskan proses dan prosedur
serta tahapan yang dilakukan selama
membuat bahan ajar tersebut.
Feedback dari sekolah cenderung
baik, karena dengan adanya bahan
ajar ini, sangat membantu proses
pembelajaran secara daring.

(2) Luaran yang dicapai
1. Bahan Ajar Digital dengan

Menggunakan Microsoft
Powerpoint
Berikut ini adalah

ringkasan/rangkuman dari bahan ajar
berdasarkan materi  pembelajaran
yang ada yaitu:

1. Penghasilan adalah setiap
Tambah kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wajib
pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan ditinjau dari segi
sumbernya, antara lain: a)
penghasilan dari pekerja(emploment
incomelincome  from personal
service): b )Penghasilan dari kegiatan
(action income); ¢) ( penghasilan dari
usaha  (business income); d)
penghasilan dari modal (capital
income); e) penghasil lain-lain (other
income).
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3. Penghasilan untuk kepentingan
pengenaan  PPh  dikelompokkan
menjadi: a) Global taxation, b)
Schedular taxation, c¢) Penghasilan
yang dikecualikan sebagai objek
Pajak.
4.  Pajak penghasilan adalah pajak
yang dikenakan kepada badan atau
orang  pribadi pada  tingkat
penghasilan tertentu.
5.  Objek Pajak Penghasilan adalah
segala sesuatu yang mempunyai
potensi untuk memperoleh
penghasilan dan menjadi sasaran
untuk dikenakan pajak penghasilan.
6. Wajib Pajak yang memiliki
kewajiban menyelenggarakan
pembukaan, yaitu: a) Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
b) Wajib Pajak badan, di Indonesia.
Berikut ini adalah PPT bahan
ajar yang telah disusun:

14. Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 31
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A o PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK BADAN

1. Dasarhukum pajak

penghasilan

sebagaimana telah diubah
mor 36 tahun 2008
impanan anggota

YU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak ngmsﬂznnu
% ng
beberapa kali terd

b, Pemlumn Pemerintah No. 15

g-unda
Khir dengan undang-un
5 "’mmzmang,l’ajak atas Bungi

c. p-.ra\um\pcmcr intah No. 14972000 tentan: p;qak atas uang pesangon.
N 2 o
craturan Menteri Keuan 0.262/PMK.03/2010Tentan: Pajak atas
d. P n Men cuangan No.2 MK 2

Penghasilan Lain selain Pen ghasilan Gaji-

ilan adalah sctiap
tambahan kemampuan
ckonommis yang diterima
h Wajib Pajak
ang berasal dari

dipakai untuk konsunsi
atanuntuk menambah from personal service)

yaan Wajih Damk vatie Penghasilan dari kegiatan (ActionInconte), yaitu
Berenpkora dons penghasilan yang diperolehkarena mengikuti
dan dalam bentuk apapun serangkaian kegiatan
Penghasilan dari usaha (Busin

dilakukan s terus-menerus, baik di bidang jasa
produksi atau perdagangan

Penghasilan dari modal (Capital Income) yaitu
penghasilan dari pengeunaan modal.

Penghasilan lam-lain (Other Income)

penghasilan diluiar 4 jenis penghasilan diatas

vang

dikecualikan

3. Penghasilan ¥

1. Global Taxation |

? yaitu sebagai objek
‘penghasilan pajak ]
yang objek |
pjckaya

dikcenai pajak
| secara umum.

3.Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau
orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu penghasilan yang
dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang
mempunyai potensi untuk m emperoleh penghasilan dan menjadi
sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan
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Febriana Situmorang?

Contoh Kasus

Penghasilan dari pekesja ( emploment income/ income

Volume 1 No 1 (2021)

4. Wajib Pajak Badan

Pemakaian stelsel kas harus dil secara taat asas

Wajib Pajak adalah orang pribadi ata badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

dengan k
yang berlaku, Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan /atan modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha, meliputi perscroan terbatas, perseroan komanditer perscroan
lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun. firma kongsi. koperasi. dana pensiun.
persekutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi massa organisasi sosial politik
alau organisasi lainnya. lembaga serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

10 Februari 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur membeli kertas secara
kredit dari Pabrik Kertas Leces seharga Rp100.000.000, dipungut PPh
Pasal 22 sebesar 0,1%
Jurnal:
Persediaan Barang Dagangan 100.000.000
PPh Pasal 22 dibayar dimuka 100.000

Utang Usaha 100.100.000

12 Februari 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur membayar utang dagang
kepada Pabrik Kertas Leces atas pembelian yang dilakukan pada tanggal
10 Februari2020
Jurnal:
Utang Usaha 100.100.000

Kas/Bank 100.100.000

SALDO NORMAL. AKUN PAJAK
PPh Pasal 23

Debit Neraca
Kredit Neraca

Saldo normal debit neraca timbul jika wajib pajak dipotong PPh Pasal 23
oleh pihak lain, dimana PPh Pasal 23 tersebut nantinya bisa dikreditkan
dengan PPh terutang

Sebaliknya, bagi pemotong timbul utang PPh Pasal 23 yang harus disetor
ke kas negara, sehingga timbul saldo normal kredit neraca

1 Maret 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur (bukan PKP) memberikan jasa
kepada C lengan imbalan Rp50 juta

Contoh Kasus

tunai
Jurnal:
as 49.000.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka 1.000.000
Pendapatan Jasa Konsultasi 50.000.000
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{3
2 NORMAL
g 2 Maret 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur memberikan jasa konsultansi SAI.DO AKU" PAJAK
~d kepada PT. Pakai Masker dengan mendapat imbalan Rp100 juta yang
-g akan diterima tanggal 5 Maret 2020 PPh Pasal 26
= Jurnal: Kredit Neraca
o Piutang Jasa Konsultasi 100.000.000 _
) Pendapatan Jasa Konsultasi 100.000.000
PPh Pasal 26 dipungut atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek
Pajak Penghasilan luar negeri selain bentuk usaha tetap.
5 Maret 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur menerima pembayaran dari PT.
Pakai Masker atas pemberian jasa tanggal 2 Maret 2020 Sebagai contoh, PT ABC membayar dividen kepada Tuan Nikimura,
Jurnal: seorang penduduk Jepang. Atas pembayaran dividen tersebut PT ABC
Kas/Bank 98.000.000 wajib memotong PPh Pasal 26 sehingga timbul utang PPh Pasal 26 yang
PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka 2.000.000 harus disetor ke kas negara, sehingga memiliki saldo kredit neraca
Piutang Jasa Konsultasi 100.000.000
@ " e "
Do m ﬂK A IAI( 3 1 Mei 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur (non PKP) melakukan konsultasi
SAL U" P ﬁ dengan Mr. Alan Walker, seorang ahli teknik listrik penduduk Negara
Amerika, dengan honorarium $3,000. Kurs tengah Bl $1=Rp11.000 dan
PPh Pasal 24 s kurs Menteri Keuangan $1=Rp11.200
Debit Neraca i< Jurnal:
f53l  Beban Jasa Konsultan 33.000.000
Utang Jasa Kosultan 33.000.000
PPh Pasal 24 merupakan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar
negeri, yang bisa dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, 9 Mei 2020 PT Hand Sanitizer Makmur melakukan pembayaran
sehingga bagi Wajib Pajak merupakan beban dibayar dimuka yang honorarium kepada Mr. Alan Walker. Kurs tengah Bl
memiliki saldo normal debit neraca $1=Rp11.000 dan kurs Menteri Keuangan $1=11.200
Jurnal:
Utang Jasa Konsultan 33.000.000
Utang PPh Pasal 26 6.720.000
Kas/Bank 26.280.000
SALDO NORMAL AKUN PAJAK SALDQ NORMAL. AKUN PAJAK
PPh Pasal 25 PPh Pasal 4(2)
Debit Neraca Debit Laba Rugi
Kredit Neraca -
PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar setiap Demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, pemerintah diberi
bulan. PPh Pasal 25 harus disetor ke kas negara setiap tanggal 15 setiap untuk jenis-jeni: i yang di
bulan. Pada akhir tahun pajak, PPh Pasal 25 yang sudah dibayar bisa pajak bersifat final. Salah satu karakteristik dari penghasilan yang
dikurangkan dari PPh terutang sehingga PPh Pasal 25 merupakan beban dikenakan pajak bersifat final adalah penghasilan tersebut tidak
pajak dibayar dimuka yang memiliki saldo normal debit neraca. Khusus i dengan ilan lain yang tarif umum dan pajak
PPh Pasal 25 angsuran bulan Desember jatuh tempo pembayaran pada yang bersifat final tersebut tidak boleh dikreditkan dengan PPh terutang
tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Sehingga pada tanggal 31 pada akhir tahun. Dengan demikian, pajak yang bersifat final tersebut
Desember timbul utang PPh Pasal 25 yang memiliki saldo normal kredit dalam akuntansi keuangan diakui sebagai beban
neraca
123 w
: 3
Q Q 1 Juni 2020 PT Hand Sanitizer Makmur (non PKP) membayar
= = Rp120.000.000 kepada Joy Realty untuk sewa gedung selama 2 tahun
=} ; a8 <} Jurnal:
= 15 April 2020 PT Hand Sanitizer Makmur melakukan pembayaran =3 ’ .
5 angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2020 sebesar Rp.150.000.000 s Beban Sewa dibayar dimuka 120.000.000
(3] Jurnal: () Utang PPh Pasal 4 ayat (2) 12.000.000
PPh Pasal 25 Dibayar dimuka 150.000.000 Kas/Bank 108.000.000
Kas/Bank 150.000.000

9 Mei 2020 PT. Hand Sanitizer Makmur melakukan penyetoran utang PPh
Pasal 4 ayat (2) ke kas negara
Jurnal:
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) 12.000.000
Kas/Bank 12.280.000
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3
m 3 1 Januari 2020 PT. Pakai Masker N_usant_ara (PKI_’) membeli persediaan
SALDO AKU" PAJAK ﬁ barang dagangan (BKP) secara kredit dari PT. Astina (PKP) seharga Rp60
juta
PPh Pasal 28 A < S
Debit Neraca s Persediaan Barang Dagangan 60.000.000
3 PPN Masukan 6.000.000
Utang Usaha 66.000.000
PPh Pasal 28A timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh yang
sudah dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri 7 Januari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara membayar utang dagang
lebih besar daripada PPh terutang, sehingga timbul PPh lebih bayar. Atas kepada PT Astina atas pembelian tanggal 1 Januari 2020 dan
PPh lebih bayar tersebut akan timbul akun Piutang PPh Pasal 28A yang mendapatkan cash discount 2%
memiliki saldo normal debit neraca Jurnal:
Utang Usaha 66.000.000
Diskon Pembelian 1.200.000
PPN Masukan 120.000
Kas/Bank 64.680.000
SALDO NORMAL. AKUN PAJAK SALDQ NORMAL. AKUN PAJAK
PPh Pasal 29 PM tidak dpt Saldo normal debit laba rugi terjadi sehubungan
dikreditkan dengan perolehan aset yang manfaatnya kurang dari
Kredit Neraca Debit Laba Rugi satu Tahun. Contoh, pajak masukan atas pembelian alat
Debit Neraca tulis kantor di supermarket yang menerbitkan faktur

PPh Pasal 29 timbul jika pada akhir tahun pajak besarnya PPh yang sudah
dipotong/dipungut pihak lain dan PPh yang sudah disetor sendiri lebih
kecil daripada PPh terutang, sehingga timbul PPh kurang bayar. Atas PPh
kurang bayar tersebut akan timbul akun Utang PPh Pasal 29 yang
memiliki saldo normal kredit neraca

pajak tidak lengkap. Jika alat tulis kantor tersebut
dibebankan dalam tahun berjalan, pajak masukan
tersebut juga dibebankan dalam tahun berjalan
sehingga memiliki saldo normal debit labarugi

Saldo normal debit laba neraca terjadi sehubungan dengan perolehan aset yang
manfaatnya lebih dari satu tahun. Contoh, pajak masukan atas pembelian sedan
yang akan digunakan sebagai mobil dinas direktur. Pajak masukan atas
pembelian mobil sedan tidak dapat dikreditkan akan menambah harga
perolehan mobil. Sehingga pajak masukan tersebut memiliki saldo normal debit

13
= Penghasilan Neto PT. Hand Sanitizer Makmur (non PKP) selama tahun 2019 sebesar NORMAILL
2 mtgo.ooo,uoo.ooo, PPh Terutang Rp.2.500.000.000. PPh yang telah dipungut pihak lain SALDO AKUN PAJAK
e atau dibayar sendiri sbb: PPh Pasal 22 Rp.175.000.000, PPh Pasal 23 Rp.250.000.000, PPh
= Pasal 24 Rp.425.000.000, PPh Pasal 25 Rp.1.600.000.000. PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) Pajak Keluaran
S Rp.50.000.000
= Jumal 31 Desember 2019: Kredit Neraca
3 Beban Pajak Penghasilan ) 2.500.000.000
PPh Pasal 22 dibayar dimuka 175.000.000
:E: g::: 2 dibayar dimuka ﬁg:ggg:% Pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan
PPh Pasal 25 dibayar dimuka 1.600.000.000 dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus disetor
Utang PPh Pasal29 50.000.000 ke kas negara. Sehingga pajak keluaran tersebut sebenarnya merupakan
" . utang yang memiliki saldo normal kredit neraca. Jika Pengusaha Kena
30 April 2020 PT.Hand Sanitizer Makmur PPh 29 ke kas Pajak tersebut memiliki pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah
g“q;::;‘:;:;";l;z“zk;n Pebisporas SET:Taiunari Eph Badan pajak yang disetor adalah pajak keluaran dikurang dengan pajak
Utang PPh Pasal 29 50.000.000 masukan
Kas/Bank 50.000.000

Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada hakekatnya adalah Pajak
Pertambahan Nilai yang kita bayar kepada Pengusaha Kena Pajak, tetapi
pada akhir masa pajak bisa kita minta kembali. Sehingga pajak masukan
yang dapat dikreditkan merupakan tagihan pajak kepada negara yang

w
NORMAL = 1 Februari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara (PKP) menjual persediaan
SALDO AKUN PAJAK 8 barang dagangan (BKP) secara kredit kepada CV. Marga seharga Rp150
PM dglpat x juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah Rp120 juta
dikreditkan % Jurnal:
Debit Neraca s Piutang Usaha 165.000.000
3 Penjualan 150.000.000
PPN Keluaran 15.000.000

15 Februari 2020 PT. Pakai Masker Nusantara menerima retur atas
penjualan barang dagangan pada 1 Februari lalu kepada CV Marga
seharga Rp50.000.000

memiliki saldo normal debit neraca Jurnal:
Retur Penjualan 50.000.000
PPN Keluaran 5.000.000

Piutang Usaha 55.000.000
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SALDO NORMAL. AKUN PAJAK PEMBUKUAN EKSTRAKOMPTABEL
HARUS DISELENGGARAKAN DENGAN

Q itikad baik

Kredit Neraca
U prinsip taat asas (konsisten),

Bea Meterai merupakan beban bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kedua o pes:;]"_z:n g;‘%?fekf:nﬁ::;l g:"a/ka;:: tahun: buku harus: mendapat
jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba rugi pe g Lt
O buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan minimal
selama sepuluh tahun di Indonesia.

SALDO NORMAL. AKUN PAJAK PERBEDAAN TRANSAKSI PAJAK DENGAN|

PBB STANDAR AKUNTANSI KEUANGANI (SAK)
Kredit Neraca

Q Penilaian persediaan

0 Penyusutan dan amortisasi

U Harga perolehan dan pengalihan harta

U Perolehan harta melalui sewa guna usaha (leasing) dengan hakopsi

Q dan usaha

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan beban bagi wajib pajak. Oleh
karena itu, kedua jenis pajak tersebut memiliki saldo normal debit laba

rugi

Chapter 4

REKONSILIASI FISKAL

Chapter 3

PEMBUKUAN
EKSTRAKOMPTABEL

APA ITU PEMBUKUAN EKSTRAKOMPRTABEL. REKONSILIASI FISKAL

Transaksi ekonomi yang menurut ketentuan perpajakan perlakuannya berbeda Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh:
Q wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan (WP Badan)

dengan Standar Akuntansi Keuangan, dicatat dalam pembukuan tersendiri,
terpisah dari pembukuan dalam siklus akuntansikeuangan. 0 wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas

Pembukuan yang terpisah ini dikenal dengan pembukuan ekstrakomptabel. Rekonsiliasi fiskal tidak dilakukan oleh:
NSE ini akan untuk koreksi U Wajib pajak orang pribadi yang Norma F
Penghasilan Neto (NPPN) yaitu yang omzetnya kurang Rp4,8 milyarsetahun

fiskal

Muhammad Taufik?,
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Ada dua macam penyesuaian
fiskal, yaitu:

QPenyesuaian Fiskal Positif
O Penyesuaian Fiskal Negatif

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

p ian fiskal yang besarnya ilan neto fiskal.

Misalnya, perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk
uang dan beras. Dalam laporan laba rugi, kedua jenis imbalan tersebut boleh
dibebankan. Tetapi, untuk tujuan Pajak Penghasilan, imbalan dalam bentuk
beras tidak boleh dibebankan, sehingga jumlah beban tersebut dikoreksi
menjadi lebih kecil dan akibatnya penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian fiskal yang mengurangi
besarnya penghasilan neto fiskal.

Misalnya, dalam laporan laba rugi wajib pajak terdapat penghasilan berupa
sewa bangunan. Karena sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final,
penghasilan sewa tersebut tidak perlu dimasukkan dalam menghitung
penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Akibatnya,
penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil

FISKAL BERDASARKAN
UANGKA WAKTUNYA

Berdasarkan jangka waktunya ada
dua macam penyesuaian fiskal,
yaitu:

——— Q Penyesuaian Fiskal Beda Tetap

R U Penyesuaian Fiskal Beda Waktu
T —

Muhammad Taufik?,
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PENYESUAIAN FISKAL BEDA TETAP

Penyesuaian fiskal beda tetap adalah jian fiskal yang

perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal secara

permanen. Yang termasuk dalam penyesuaian fiskal beda tetap adalah

0 Penghasilan yang bukan objek pajak

Q Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final

U Biaya/pengeluaran yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh
dikurangkan, secara boleh dil

PENYESUAIAN FISKAL WAKTW
Penyesuaian fiskal beda waktu adalah ian fiskal yang
perbedaan besarnya laba (rugi) komersial dan laba (rugi) fiskal untuk
sementara waktu saja.

Sebagai contoh adalah penyusutan. Besarnya beban penyusutan komersial dan

penyusutan fiskal setiap tahun selama masa manfaat aset tetap tersebut

biasanya berbeda. Namun, pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut jumlah
ial dan jumlah fiskal adalah sama. Jadi,

untuk besarnya laba (rugi)

REKONSILIASI FISKAL
Biaya Fiskal
Dapat sebagai biaya

O biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha

0 Penyusutan dan amortisasi

Qiuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan;

U kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;

J kerugian selisih kurs mata uang asing;

U biaya itian dan yang dil di

REKONSILIASI FISKAL
Biaya Fiskal
Dapat di sebagai biaya

QO biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Upiutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sumbangan dalam rangka
penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;

QO sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di

ia yang diatur dengan intah;

0 biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diaturdengan

Peraturan Pemerintah;

fasilitas idil yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
0O sumbangan dalam rangka i olahraga yang di

dengan Peraturan Pemerintah.
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REKONSILIASI FISKAL

Biaya Fiskal

Tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non deductible expense):

0 pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

0 biaya yang atau dil untuk pribadi
saham, sekutu, atau anggota

a atau dana

0 premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi

0O penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasayang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atauimbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitandengan

pelaksanaan pekerjaan

REKONSILIASI FISKAL

Zakat yang Sifatnya Wajib, dapat dibiayakan dengan syarat:

Q Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP OP dalam negeri pemeluk
agama Islam dan/ atau WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk
agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika diberikan
kepada badan amil zakat, atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah

QWP yang

peng! zakat dari ilan bruto, wajib

fotokopi bukti p zakat dari badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah pada SPT
Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat tersebut.

0 Zakat ini dapat berupa uang atau yang disetarakan denganuang

ot o AR

REKONSILIASI FISKAL

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, dapat dibiayakan dengan syarat:

U Yaitu sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi WP OP pemeluk
agama selain agama Islam dan/atau oleh WP Badan DN yang dimiliki oleh
pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang
dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah.

U WP yang yang sifatnya
wajib dari penghasilan bruto, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran
sumbangan keagamaan dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan pemerintah pada SPT Tahunan PPh tahun pajak dilakukannya
pengurangan sumbangan keagamaan tersebut.

0 Sumbangan keagamaan ini dapat berupa uang atau yang disetarakan
dengan uang

s R

REKONSILIASI FISKAL

Natura/Kenikmatan, dapat dibiayakan dengan syarat:

O Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh
Pegawai yang itan dengan jaan.

U Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong
pembangunan di daerah tersebut

U Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya

Muhammad Taufik?,
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REKONSILIASI FISKAL

Biaya Promosi, dapat dibiayakan dengan syarat:

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak
n/atau j i

dalam rangka da suatu produk baik
langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan
penjualan

Biaya Promosi yang dapat dari bruto harus

untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan, dikeluarkan secara wajar,
menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dil dari ilan bruto Ipi
akumulasi dari jumlah iaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau
media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru; dan/atau biaya
sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

REKONSILIASI FISKAL

Piutang tak tertagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai
dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan
yang maksimal atau terakhir oleh Vajib Pajak

Syarat menjadi pengurang penghasilan bruto:

U Yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang yang nyata-
nyata tidak dapat ditagih yang timbul dibidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industr, dagang dan jasa
lainnya

O Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto,
sepanjang memenuhi persyaratan:

telah dibsbankan sebagai biaya dalam laporan (aba rugi komersial;
Wajib Pajak harus menyershkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat
Jenderal Pajak

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut; telah diserahkan perkara penagihannya kepada

Pengadilan Negeri, terdapat perjanjian tertuls mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara

kreditur dan debitur; telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari

debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

. Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21
. Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21
. Tidak Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21

Tidak Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21
Natura/ Kenikmatan)

AW o=

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21, Contoh:
1. Gaji/Upah

2. Tunjangan :Keluarga, transport, prestasi, perumahan dll

3. Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan, termasuk JKK, JKM,
JPK

4. Uang lembur, uang transport, honordsb

5. Penggantian Pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian
tunjangan pengobatan.

6. Tunjangan PPh Pasal 21

7.THR

8. Bonus atas prestasi kerja
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REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan ObjekPPh Pasal 21, Contoh:
. Premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT.Jamsostek

luran Pensiun yang dibayar perusahaan ke Dana Pensiun yang disahkan Menkeu
RIL

N~

w

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan pegawai (Pasal 6 ayat (1) huruf g¢ UU PPh)

Biaya perjalanan dinas

. Pemberian natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di
Bukan daerah terpencil, diantaranya Penyediaan makan minum untuk seluruh
pegawai sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut
mengharuskannya.

. Pemberian natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di
Bukan daerah terpencil (sudah mendapat persetujuanDJP)

LN

o

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Tidak Dapat Dikurangkan dan Merupakan Objek PPh Pasal 21, Contoh:
1. Pembayaran bonus

2. Gratifikasi

3. jasaproduksi

4. Tantiem

kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan (pembagian laba) atau
dibebankan ke laba ditahan (Refained Earning)

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Sumber Daya Manusia

Tidak Dapat Dikurangkan dan Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21 Natura/
Kenikmatan), Contoh:

. Pemberian Sembako, beras, gula, dll

. Rekreasi, piknik, dan olah raga

. PPh 21 yang dibayarperusahaan

3 Cut!pegawai

AW

yang dibayar | leh pemberi kerja ke Rumah Sakit,
dok!er dan apotik (karena merupakan kenikmatan kepada pegawai)

. Perumahan yang semua biaya yang ditimbulkannya dibayar langsung oleh
perusahaan (bukan diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan)

. Pakaian (selain pakaian sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya)

o

~

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Bunga Pinjaman

Dalam hal selain dibebani biaya bunga karena memiliki pinjaman yang berasal dari

pihak ketiga, WP juga memiliki dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito

berjangka atau tabungan lainnya, maka besar biaya bunga yang bisa dijadikan

pengurang dari penghasilan bruto WP tersebut adalah:

1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari

jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau

tabungan lainnya,maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut
seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya

. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang
ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas
pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau
terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang
ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

~
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REKONSILIASI FISKAL

Biaya Bunga Pinjaman, Contoh:

Pada tahun 1995 PT.A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum
sebesar Rp 200.000.000dan tingkat bunga pinjaman20%.

Dari jumlah tersebut:

bulan Pebruari diambil Rp 125.000.000
bulan Juni diambil Rp 25.000.000
bulan Agustus diambil Rp 50.000.000

Wajib Pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan
perincian sebagai berikut:

bulan Pebruari s/d Maret Rp. 25.000.000
bulan April s/d Agustus Rp. 46.000.000
bulan September s/d Desember Rp. 50.000.000

Penghitungan bunga yang dapat dibebankan sebagaibiaya adalah sbb:

REKONSILIASI FISKAL
Biaya Bunga Pinjaman, Contoh:
Rt ijomon = Sravia Dari contoh tersebut, maka Bunga yang dapat
ey ot e 17 dibebankan sebagai bizya: -
=Tarif bunga pinjaman x (Rata-rata pinjaman -
3 oans i
utan Juni £46 Jul Rp 15000000000 [20u4an = =20% x (Rp 150.000.000 - Rp 40.000.000)
usan- |re 1ommeomen | ~RP 22.000.000
Sman R 1920000 00000
180002200000: 12+
e Sangea v
Guton S R0 o= [Re0
Zein-
o
csuton=
Sumizn Rp 43000000000

REKONSILIASI FISKAL

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dibiayakan dengan syarat:

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 28 TAHUN 2009;

Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan

Objek Pajak yang dikenakan

Pajak Penghasuan tidak berslfat final dan atau tidak berdasarkan Norma
ilan Neto /Norma Khusus;

. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau
kenaikan.

b

w

REKONSILIASI FISKAL

Biaya Entertainment

Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto

Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar

dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan (materiil).

melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif yang berisi:
. Nomor urut.

. Tanggal i dan g telah diberik

3. Nama tempat entertainment dan se]emsnya yang telah diberikan.

4. Alamat entertainment dan sejenisnyayang telah diberikan.

5. Jenis entertainment dan sejenisnyayang telah diberikan

6. Jumlah (Rp) la elah dibe

7. yang diberik

N

¥




REKONSILIASI FISKAL

Sumbangan/Biaya Infrastruktur

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah pemberian bantuan yang
dilaksanakan WP, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan
bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan,

Volume 1 No 1 (2021)

REKONSILIASI FISKAL
Joint Cost

O Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka
penghitungan besamya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan

secara proporsional.
fasilitas idil dan dalam rangka pembinaan U Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan
olahraga. kegiatan untuk menagih, dan suatu ilan dan

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi
tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak
sebelumnya

pelaksanaannya.
REKONSILIASI FISKAL REKONSILIASI FISKAL
S Biaya dapat dibi dengan syarat: Joint Cost, Contoh:

1. neto fiskal SPT Tahunan PPh

WP i
Tahun Pajak sebelumnya;

. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun
Pajak sumbangan diberikan;

~

sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan lainnya.

Q Biaya-biaya bersama yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka
menghitung besamya Penghasilan Kena Pajak adalah biaya bersama setelah
dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh dan peraturan

PT A bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final. Dalam suatu tahun pajak, PT A memperoleh penghasilan bruto yang terdiri
dari:

penghasilan yang bersifat final Rp 300.000.000,
3. didukung oleh bukti yang sah;dan :fnzlar;'asilan rzan% belr:i'at tidak final BER ;&?gggg
4. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, st penatastian biuto R:200000.200,

kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

. Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai
Pasal 18 ayat (4) UU PPh denganpihak pemberi sumbangan

o

REKONSILIASI FISKAL

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Q Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut benar-benar telah
dibayar; dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan
kegiatan untuk menagih, dan i i

O Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan
dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta
tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU
PPh, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

REKONSILIASI FISKAL

Joint Cost

Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

Q memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final dan tidak final;

W menerima atau P ilan yang
bukan objek pajak; atau

a dan tidak fasilitas

diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PajakPenghasilan.

objek pajak dan

Apabila biaya-biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian

fiskal adalah sebesar Rp250.000.000, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk
menagih dan i il

25 x Rp250.000.000 = Rp 100.000.000

LATIHAN SOAL

O Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang PPh antara lain mengatur bahwa
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai
biaya, dengan syarat:

O Anton merupakan karyawan PT Candi Borobudur dengan status TK/O,
mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama
setahun sebesar Rp180,000,000. Dari informasi penghasilan ini, diketahui
potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp22,000,000. Maka, pencatatannyaadalah:

0 Pada tanggal 1 PT Kit i Barang Kena
Pajak berupa bahan baku secara tuna seharga Rp 2 juta, ditambah PPN 10%
sebesar Rp 200.000. Atas transaksi tersebut, maka jumal PPN masukan yang
dicatat oleh perusahaan adalah

O PT Ayam Bakar memberikan jasa konsultasi kepada PT Ayam Goreng pada
bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar Rp20.000.000 tunai, jumal
yang dicatat oleh PT Ayam Bakaradalah:

|eog ueype
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1. DATA DATAREKO?

4. Dalam Biaya Local peagelaaran pemegang Rp12:500.000.00.
. Dl Biaya G Toko lerdapal pengehuman ik kevikonatin Karyawam sebesar Ryp17.500.000,00.
¢. Dalam Biaya Unum pesjoalan terdapet sumbangan scbesar Rp1.00.000.00.
4. Lakukan koreksi iskal terhadap PPh atas bunga bank dan pendapatan bunga baak.
€. Dalan Binya Unouan Loehin endapal samksi atas STPPPh pasal 25 bubm Juli dan Agtusus sebesr

RP200.000.00. 3.
I Penyusutan s Kendarm Direksi .
& Pendapatan Lain-ain termask labe yang diterima deri PTElok atas penguasean sabam 30% scbesar
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Dari data Ahuntansi di atas, diminra:

1. Bustish Rekonsifiasi Fiskal

Hitunglsh PPh terutang Tabun 2017: terdagat kompensasi kerugiban tshun 2016

ssbesar RP250 000.000.00.

3

Thtimglay besarya Pjah King Tiyar 3

Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 2

i
Angsuran PPh Pasal 2§ Rp22.000.000.00.

g ekl sy sendiri

STPPP) 25 PokokRp2.000.000.00.
Fiskal Luar Negeri Rp1.000.000.0.

sz Mukis PP Pasal 22 dari Penicta DKT NPWPOI.234.861.5.051.000,
potongNo. 01227V17 tamggal 5 Mei 2017, pengh
R60D.000.000.00, PP scbesar Rp9.000.000.00.

Ussig Muka PPI Pasal 22 dai Komenterion Kengan NPWP
02.125.678.9.081.000. bukti potong No. 27/22/VIL2017 tangeal 11 Jull
2016, penghasilan brito Rp200,000.000,00, PPh Rys3.000,000,00.

Uang Muka PPh Pasal 22 atas pencrimaan dividen dari PTDelima dari
penyertann salin sebesar 209, penghisiban bruto Rp102.000.000,00, PP
‘sebesaa Ry15.000.000,00, NPWP 2.123,456.7,012.000, bukii potoug No,
62123102017 tangaal 20 Oktobar 2017,

Selain penghasilan komersial terscbut di atas, terdapat penghasilan dari

Tuar negeri:

a. Perghasilan nero dari Belanda sebesar Rp400.000.000.00 tarif pajak

30%.

=

Pengnasilan neto dari Malaysia sebesar Rp200.000.000,00 tarif

pajak 20%.

"

April 2015,

Buatlah Surat Setorun Pajuk (SS2) PPh Pasal 29 dari SPT Tahunan 17

Hitunglah berapa besamya Angsuran PPh 25 Tahun 2018.

Masukkan ke dalam SPT Tahunan 1771 tahun pajak 2017 per tanggal 30

tanggal 25 April 2018,

Rekonsifiasi Fiskal Metode Catatan

Laporsn Ketngn

Lab sebehuan Pajik 2.070.000.000.00
‘Ditunbab Koreksi Fiskal Posii
.
v
.
a4
c
Dikurangi Koreksi Fishal Negali
a 40.000.000.00
b. 125,000 000,60

165,000.000.00
Penghasilan cto komersial dalam negeri 12
Penghasilan acto komersial huss negert 600.000.000.00
Pengisizn eto fishal 25572.700.000,00
Kompensasi keugian 250.000.000.00
PenghasilanKena Pajik 232270000000

PPh Terutang Berdasarkan
PKP dengan asilitas:

(Rp4.800.000.000,00 : Rp10.000.000.000,00) x Rp2.322.700.000,00

Tarif Pasal 31 E:

1.114.896.000.00

PKP tidak dapat Fasilitas:

(Rp2.322.700.000.00 Rp1.114.896.000.00) 1.207.804.000.00
PPh terutang:

(50% x 259%) x Rpl.114.896.000.00 139.362.000,00
25% x Rpl 207.804.000.00 301.951.000.00

Jumlah PPh Terutang 441.313.000,00

PPh Kurang (Lebih) Bayar

PPh Terutang

441.313.000,00

RP125.000.000.00.

Muhammad Taufik?,
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Kredit Pajak dalam Negeri:
Usng Muka PPh 22 (Pemda DKIT) 9.000.000,00



Uang Muka PPh 22 (Kemenkeu) 3.000.000,00
Uang Muka PPh 23 (PT Delina)  15.000.000.00

Jumlah Kredit Pajak dalam Negeri  27.000.000.00

4. Kredit Pajak Luar Negeri:

Belanda = 30% x Rp400.000.000.00 120.000.000,00
(Rp100.000.000,00 : Rp2.322.700.000)
x Rp441.313.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00
Malaysia ~ 20% x Rp200.000.000,00 40.000.000.00
(Rp200.000.000,00 00.000)
X Rp411.313.000,00 38.000.000,00 38.000.000.00
Tu egent 114.000.000.00
141.000.000.00
300.313.000.00

22.000.000,00
2.000.000.00
1.000.000.00

ayar sendiri:
25.000.000.00
PPh Kurang Bayar (Pasal 29) 275.313.000.00

5. Jika tidak ada penghasilan tidak (eratur angsuran PPh 25 Tahun berikutnya; :2 x PPh yang

masih harus dibayar sendiri

Penghasilan Neto Tiskal 2.572.700.000,00

Kompensasi Kerugian 250.000.000.00

Penghasilan Kena Pajak 2.322.700.000.00

PPh Teru

441.313.000,00
Kredit pajak masa sebelumnya 141.000.000.00

PPh harus dibayar sendiri 300.313.000.00

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018 = |—‘Z x Rp300.313.000,00 25.026083,00

(3) Keunggulan dan kelemahan
luaran

Keunggulan dari luaran atau
bahan ajar digital yang disajikan
adalah mempermudah sekolah untuk
menjalankan sistem pembelajaran

Muhammad Taufik?,
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daring. Kelemahan dari luaran/bahan
ajar digital yang disajikan adalah
kurangnya latihan soal yang disajikan
untuk siswa bisa memahami materi
berdasarkan latihan soalnya.

(4) Tingkat kesulitan pelaksanaan
kegiatan

Tingkat  kesulitan  selama
pelaksanaan kegiatan adalah pada
saat implementasi pihak sekolah
masih bingung dari bahan ajar digital
yang disajikan, sehingga penulis
harus membuat modul pembelajaran
guna menunjang lancarnya proses
pembelajaran daring. Karena pihak
sekolah sebelumnya belum ada bahan
ajar digital, maka dari itu, guru perlu
mempelajarinya perlahan-lahan,
supaya guru bisa mengajarkan ke
siswa materi pembelajaran dari bahan
ajar digitalnya

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis,
dan wawancara dengan pihak sekolah
SMK  Kartini  Batam,  dapat
disimpulkan bahwa sekolah ini masih
belum menerapkan metode
pembelajaran yang baik dan efektif.
Dengan tidak adanya bahan ajar
digital mengakibatkan masih kurang
tepatnya pengambilan pertimbangan
dalam setiap keputusan mengenali
proses pembelajaran

Selama pandemi covid-19, membuat
semua sekolah tidak bisa
menjalankan aktivitas pembelajaran
tatap muka, sehingga menyebabkan
proses pembelajaran hanya mampu
dilakukan secara daring. Nah, dengan
adanya bahan ajar digital, membuat
sekolah jadi terbantu dalam proses
pembelajaran secara daring

Hasil luaran dari pembuatan bahan
ajar digital yang penulis susun
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merupakan  bahan ajar digital
menggunakan microsoft power point
dan modul penjelasan bahan ajar
digital.
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